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Abstrak
 

Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menggabungkan fungsi kepala negara

dan kepala pemerintahan sekaligus kepada presiden dan wakil presiden. Karena dwi fungsi ini menyebabkan

presiden dan wakil presiden tidak terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan

sehari-hari. Bahkan untuk kepentingan koordinasi terbukti masih diperlukan Menteri Koordinator. Penelitian

ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan.

metode penulisan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan

perundang-undangan dan pendekatan perbandingan Menteri Koordinator yang ada di Singapura, Republik

Demokratik Timor Leste, dan Ekuador yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Afrika

Selatan tidak memiliki Menteri Koordinator tetapi dalam konstitusinya disebutkan bahwa pemerintahan

diselenggarakan dengan prinsip cooperative government. Kedudukan dan kewenangan Kementerian

Koordinator dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia akan berbeda bila dilihat dari UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Inpres No. 7

Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat

Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Hasil tesis ini menyarankan agar kedudukan dan

kewenangan Kementerian Koordinator perlu diperkuat mengingat berdasarkan faktor sejarah Kementerian

Koordinator sudah ada sejak Tahun 1948 dengan nama Menteri Koordinator Keamanan Dalam Negeri

bahkan dalam faktor Kebutuhan Nasional sejak tahun 1962 Kementerian Koordinator tidak pernah

dihapuskan.

<hr>

The Republic of Indonesia adheres to a presidential government system that combines the functions of the

head of state and head of government as well as the president and vice president. Because this dual function

has caused the president and vice president not to be too involved in the operational matters of daily

government. Even for coordination purposes it is proven that a Coordinating Minister is still needed. This

study discusses the position and authority of the Coordinating Ministry in the government system. the

method of writing in this study is normative using an approach to legislation and a comparative approach of

the Coordinating Ministers in Singapore, the Democratic Republic of East Timor, and Ecuador who have

different government systems. South Africa does not have a Coordinating Minister, but in its constitution it

is stated that governance is carried out with the principle of cooperative government. The position and

authority of the Coordinating Ministry in the government system of the Republic of Indonesia will be

different if seen from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 2008 concerning

the State Ministry, and Presidential Instruction No. 7 of 2017 concerning Taking, Supervision and Control

of Policy Implementation at the Level of State Ministries and Government Agencies. The results of this
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thesis suggest that the position and authority of the Coordinating Ministry need to be strengthened

considering that based on historical factors the Coordinating Ministry has existed since 1948 with the name

of the Coordinating Minister for Homeland Security even in the National Needs factor since 1962 The

Coordinating Ministry was never abolished.


